SALATIGA

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 6 TAHUN 2003 SER| B

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

WALIKOTA SALATIGA,

a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya

Daerah Tingkat |l Salatiga Nomor 2 Tahun
1898 tentang Pajak Hotel dan Restoran
sebagai tindak lanjut ditetapkannya Undang
Undang Nomor 18 Tahun 1897 tentang
Pajak Daerah dan Retrbusi Daerah,
berdasarkan hasil ewvaluasi sudah tidak
sesual lagi dengan situasi dan
perkembangan daerah,

. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut

pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat
efektif dan efisien peru diatur dan ditetapkan
kembali Pajak Hotel dengan Peraturan
Daerah.



Mengingat

Undang Undang Nomor 17 Tahun
1850 tentang FPembeniukan Daerah-
daerah Kota Kecll Dalam Lingkungan
Fropinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Jawa Barat;

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang Undang Nomar 17 Tahun 1997

| tentang Badan FPFenyelesaian Sengketa

Pajak (Lembaran MNegara Tahun 1997
Momer 40, Tambahan Lembaran Megara
Nomor 3684);

Undang Undang Nemor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
41 Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan
\Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3686);

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 60 , Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
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Undang uUundang Nomor Za lahun 1999
lentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusal dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1998 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;

Peraturan Pemenntah Nomor 69 Tahun
1952 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat Il Salatiga dan
Kabupaten Daerah Tingkat Il Semarang
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3500 ) ;

Peraturan Pemerintah MNomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah
Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952),

Peraturan Pemerintah MNomor 65 Tahun
2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4138 ) ;
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999
tentang Teknis Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang Undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Keputusan Presiden (Lembaran MNegara
Tahun 1999 Nomor 70);

Peraturan Daerah Kolamadya Daerah
Tingkat || Salatiga Nomor 5 Tahun 1988
tentang Penyidik Pegawai MNegen Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat |l Salatiga (Lembaran Daerah Tahun
1888 Nomor 11),




13 Peraturan Daerah Kola Salatiga Nomor 6
Tahun 2001 tentang  Pembentukan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota
Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 2001
Nomor 17);

Cengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

TENTANG PAJAK HOTEL

BAB |
KETENTUAN UNMUM

Pasal 1

Dalam FPeraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.
b.
C.

d.

Daerah adalah Daerah Kota Salatiga;

Walikota adalah Walikota Salatiga;

Femerintah Daerah adalah Walikota beseria perangkat daerah otonom
yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Salatiga;
Pejabat adalah pegawali yang diberi tugas tertentu di bidang
Ferpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang beriaku,

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. yang
dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemernintahan daerah dan pembangunan daerah;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha
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Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun,
Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau
Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha
Tetap serta Bentuk Usaha lainnya;

Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah
atas pelayanan hotel;

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk
dapat menginapfistirahat, memperoleh pelayanan lainnya yang
menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama namanya,
kecuali untuk pertokoan dan perkantoran:

Pengusaha Hotel adalah perorangan atau badan hukum yang
menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau
untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya,

. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang
menurut peraturan perundang-undangan perpajakarn;

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
sural yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah
atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota:

- Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah surat keputusan yang menentukan besamya jumlah pajak
yang terutang,

. Sural Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDKE adalah surat keputusan yang menentukan
besamya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumiah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administrasi
dan jumiah yang masih harus dibayar;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;

. Sural Keteiapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumiah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar
dan pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang

- Surat Ketetapan Fajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat
SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang

i



terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutan
dan tidak ada kredit pajak;

r. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adala
surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administras: berug
bunga dan atau denda.

BAB |l
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas sefiap pelayanan tl;
hotel,

(2) Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan denga
pembayaran di hotel.

(3) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini meliputi :

a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lal
gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahal
(hotel), lgsmen dan rumah penginapan termasuk rumah kog
(pemondokan);

b. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faksimil, teleks, foto kop
pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya, yan'
disediakan atau dikelola hotel, '

c. Fasiltas olah raga dan hiburan, antara lain pusat kebugaran (fitne
centre), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, ',rant:
disediakan atau dikelola hotel;

d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan ¢
hotel.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau fasiitas tempa
tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel; |

b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren, '

c. Fasilitas olah raga dan hiburan disediakan di hotel yang dipergunakal

oleh bukan hotel dengan pembayaran; |
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d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan untuk

umum di hotel;
e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan

dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 4

(1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan

pembayaran atas pelayanan hotel.
{2} Wajib pajak adalah pengusaha hotel.

BAB I
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 5

Dasar pengenaan pajak -adalah jumiah pembayaran yang dilakukan
kepada hotel.

i i:*-ﬂsal 6

Tanf pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh prosen).

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 7

(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah kota Salatiga.

(2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah inj dengan
dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan

Daerah ini,



BABV
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu teftentu yang lamanya ditetapkan ole
Walikota sebagai dasar untuk menghitung besamya pajak.

Pasal 9

Tahun pajak adalah jangka wakiu yang lamanya 1 (satu) tahun takwi
kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama denga
takwin.

Pasal 10

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel.

Pasal 11

(1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dil
dengan jelas, benar dan lengkap seria ditanda tangani oleh wajib pajé
atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 12

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 1,
Peraturan Daerah ini, Walikota menetapkan pajak terutang denga
menerbitkan SKFD. _

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak ata
kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) ha
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sejak SKPD ditenima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan
STFD.

Pasal 13

(1) Wajib pajak yang membayar sendin, sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) pasal 11 Peraturan Daerah inj digunakan untuk menghitung,
memperhitungkan dan menetapkan pajak sendir yang terutang.

(2) Dalam jangka wakiu 5 (lima) tahun sesudah saal terutangnya pajak,
Walikota dapat menerbitkan -

a. SKPDKB:

b. SKPDKBT;

c. SKPDN,

(3) SKFDKB sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat (2) pasal ini
diterbitkan :

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain
pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan
dihitung dan pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung
sejak saat terutangnnya pajak:;

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam Jangka yang ditentukan
dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terdambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak;

C. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang
terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi
administratif berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung
dari pajak yang kurang atau tedambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empal) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak;

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud huruf b ayat (2) pasal ini
diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang
lerutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
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sebesar 100 % (seratus persan) dan jumiah kekurangan pajak tersebul

(5) SKPDN sebagaimans dimaksud dalam huruf ¢ ayat (2) pasal it
diterbitkan apabila jumlah pajak yang teruiang sama besarnya dengai
jumiah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB da
SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b ayat (2) pasé
ini atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka wakiu yang telal
ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditarmbah dengan sankt
administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14 [

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yan
ditunjuk oleh Walikota sesuai wakiu yang ditentukan dalam SPTPC
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat |ain yang ditunjuk, has
penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1
24 jam atau dalam waktu yang ditentukan olenh Walikota.

(3} Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (&
pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD. |

Pasal 15

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas

(2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untd
mengansur pajak terutang dalam kurun wakiu tertentu, seteia
memenuhi persyaratan yang ditentukan. _

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (i
pasal ini harus dengan dilakukan secara teratur dan berturut tun
dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumiah pag
yang belum atau kurang dibayar. |



(4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk
menunda pembayaran pajak sampal batas waktu yang ditentukan
setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan
bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jJumlah pajak yang belum atau
kurang dibayar

(5) Persyaratan untuk dapal mengangsur dan menunda pembayaran
serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) dan (4) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 16

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 15
Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatal
dalam buku penenmaan.

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku
penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
oleh Walikota

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 17

(1) Surat teguran atau surat penngatan atau surat lain yang sejenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7
{tujuh) harl sejak saal jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) han setelah tanggal surat teguran atau
surat pernngatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus
melunasi pajak yang terutang.

(3) Surat teguran, sural peringatan atau surat fjain yang sejenis
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh
pejabat

Fasal 18

{1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunas| dalam
jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat
peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus
dibayar ditagih dengan surat paksa.



(2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah 21 (dua puluh saf
hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat hz
yang sejenis diterima.

Pasal 19

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 2
jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat seger
menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 20

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi uan
pajaknya, setelah lewat waktu 10 (sepuluh) har sejak tanggal pelaksanaa -
surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaa
penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. |

Pasal 21

e

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempi{-
pelaksanaan lelang , juru sita memberitahukan dengan segera secan
tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 22
Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanat
penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Fasal 23

L]
!
f
~ !
(1) Walikota berdasarkan permohonan Waijib Pajak dapat membﬁrikaﬁ‘

pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak. |
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(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan
pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan Walikota,

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN,
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

(1) Walikota karena jabatannya atau atas permochonan wajib pajak
dapat .

8. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan
hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak
benar ;

¢. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa
-bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi
lersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan
karena kesalahannya.

{2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD,
SKPDKEB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak
kepada Walikota, atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
har sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD
dengan memberikan alasan yang jelas.

(3) Walikota atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat
permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini
diteima, sudah harus memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) pasal ini Walikota atau pejabat tidak memberikan
keputusan, permchonan pembetulan, pembatalan, pengurangan
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi
dianggap dikabulkan.
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BAB Xl
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 25

(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota ata

pejabat atas suatu :

a, SKPD ;

b. SKPDKB ;

c. SKPDKBT ;

d. SKPDLSB ;

e. SKPDN :

f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkar
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. _

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasalin
harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lam:
3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLE daf
SKPDN diteima oleh wajib pajak kecuali apabila wajib pajak daps
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karen
keadaan diluar kekuasaannya.

(3) Walikota atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas
bulan sejak tanggal surat permohonan keberalan sebagaiman:
dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diteima, sudah memberikaf
Keputusan.

(4) Apabila setelah lewat wakiu 12 (dua belas) bulan sebagaiman
dimaksud dalam ayat (3) pasal ini Walikota atau Pejabat tidal
memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan,

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal in
tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26 [

(2) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaia
Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanyt
keputusan keberatan.

(3) Pengajuan permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalan
ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.
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